
 

1 Catatan Berita – UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2024 

Pemkot Gerak Cepat untuk Korban Longsor Perumahan Polda Km 7 

Tunggu Status Tanggap Darurat, Bantuan Sewa Rumah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber gambar : Kaltim Post Metro Bisnis Selasa, 1/2024 

 

Musim hujan telah tiba. Selain banjir, tanah longsor masih menjadi momok bagi sejumlah 

warga Kota Minyak. 

HUJAN - yang mengguyur Kota Balikpapan beberapa hari terakhir membawa cerita 

sedih. Bencana longsor misalnya, menimpa warga Perumahan Polda Kilometer 7 

Kelurahan Graha Indah, pekan lalu. Tepatnya di Jalan Purnawirawan RT 37. Ada total 

korban 12 kepala keluarga (KK). Namun, ada 5 KK yang mengalami kerusakan parah. 

Mereka harus mengungsi ke tenda sementara. 

Imbas musibah tersebut, Pemkot Balikpapan kini sedang menyusun rencana pemberian 

bantuan kepada korban terdampak pergeseran tanah tersebut. "Sekarang, bantuan masih 

dalam proses sedang kami susun," kata Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setkot 

Balikpapan Zulkifli. 

Dia menjelaskan, bencana longsor yang terjadi Rabu (3/1) pekan lalu telah ditetapkan 

sebagai penanganan tanggap darurat. Artinya, ada dua hal yang harus segera mendapat 

penanganan. Pertama, soal warga yang mengungsi bisa mendapat rumah hunian 

sementara. Misalnya, dalam bentuk bantuan sewa rumah. 

"Kami akan buat pernyataan tanggap darurat dari kepala daerah," ucapnya. Selain bantuan 

sewa rumah untuk korban terparah, pemerintah daerah akan memperbaiki badan jalan 

yang rusak akibat bencana. Sehingga, warga sekitar lokasi yang mengalami bencana juga 

bisa memperbaiki rumah masing-masing. 

Terutama, rumah-rumah yang hanya mengalami rusak ringan. Sebab, bagi rumah yang 

rusak parah, kondisinya saat ini masih berbahaya. Dia menyadari, sulit memperbaiki 

rumah jika jalan belum mendapat perbaikan terlebih dahulu. "Jadi, kami segera 

memperbaiki jalan," imbuhnya. 
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Zulkifli mengimbau, bagi warga yang rumahnya mengalami pergerakan tanah, sebaiknya 

sementara ini tidak menempati rumah. "Kami segera berikan sewa rumah, saat ini yang 

diprioritaskan 5 KK tadi," ujarnya. Adapun bantuan sewa rumah yang diberikan berkisar 

Rp9 juta untuk 12 bulan per KK. 

Walau biasanya sewa rumah digunakan hanya sekitar enam bulan. Sementara, untuk 

bangunan yang mengalami kerusakan parah, nantinya bisa mendapat bantuan tanggap 

darurat maksimal sebesar Rp25 juta untuk kategori rumah masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR)i. 

Namun, semua bentuk bantuan bisa cair ketika ada status pernyataan tanggap darurat. 

Apabila tidak ada pernyataan tanggap darurat, maka warga yang menjadi korban bencana 

belum bisa mendapat bantuan. Sebab, kebutuhan dana yang diberikan untuk korban dari 

alokasi anggaran khusus bencana. 

Sebelumnya, Kepala BPBD Balikpapan Usman Ali mengatakan, masyarakat yang 

terdampak sementara ini terpaksa bertempat tinggal di tenda. "Sebab, rumah-rumah 

mereka kategori bahaya," ucapnya. Awalnya, pergerakan tanah mengalami penurunan 

tanah sekitar 10 cm hingga akhirnya menjadi 40 cm. 

Usman mengimbau, masyarakat harus mengantisipasi jika sudah melihat tanda-tanda 

pergeseran tanah. Misalnya, ada muncul keretakan rumah. "Kalau kondisinya sedang 

hujan besar, lalu ada pergerakan tanah segera keluar rumah sambil melihat situasi dan 

kondisi," tandasnya. (ms/k15) 
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Catatan: 

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Perda 

2/2018), bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, 

tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.  

2. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Perda 2/2018 diatur bahwa, pemerintah daerah 

menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di 

daerah. 
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3. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (2) Perda 2/2018 diatur bahwa, dalam melaksanakan 

tanggung jawab penanggulangan bencana, pemerintah daerah melimpahkan tugas 

dan fungsinya kepada Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD).  

 

 
i Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang 

selanjutnya disingkat MBR adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu 

mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusunawa. 


